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PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEERETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

X.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah
yang nyata, luas dan bertanggung Jjawab yang
berdaya guha dan berhasil guna, perlu membentuk
dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
naksud‘ dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Susunan quapiaasi dan Tata Keria
Sekret-ariat Daerah dan Sekisbariat DPRD.

Undang-undang Nomor 12 Tabun 185Q tentang ,Pem—
bentukan Daerah-daerah Kablpaten dalam ﬁingkpnzan
Propinsi Jawa Timur {( Lewbaran Negara Republik
Indonesia Tahu: 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nolor 8 ) ;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pe-
merintahan Daerah ( Lembaran Negara Rnpuhlik
Indonesia Tahun 1999 Nomor §0, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indﬂnesid NHomor 3838 ) ;
Undang-undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang Per-
imbangan Keuangan -antara Pe-erlntah Pusat dan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848 ) ; '
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385Z) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165 ) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1898989 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan EKeputusan
Presiden ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 50 Tahun 2000 tentang FPedoman Susunan
Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN -

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beser-
ta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah ;

c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut-
nya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kediri;
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e. Sekretariat Daerah vang =selanjutnya disebut
Setda, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kediri ;

f. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah
Eabupaten EKediri ;

g. Asisten, adalah Asisten Tata Praja, Asisten
Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Adminis-
trasi;

h. Sekretariat DPRD, adalah GSekretariat DPRD
Kabupaten EKediri;

i. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabu-
paten Kediri ;

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri.

BAB 111
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Setda adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;

{2) Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang berada dibawah dan bertanggung Jjawab
kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

{1) Setda mempunyai tugas wmembantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan
Tata Laksana serta memberikan pelayanan
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;




{(2) Dalam wmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Setda mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Peme-—
rintah Kabupaten;

b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

¢. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan,
Prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupa—
ten;

d. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungasinya.

Pasal 5

Untuk me laksanakan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat {(2), Setda mempunyai
kewenangan sebagai berikut -

Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka
penyelenggaraan administrasi pemerintahan 5
Panhi_naan pemerintahan, pembangunan dan pembi—
naan V'Ll'laayarakat “"dalam arti mengumpulkan dan
menganalisis data, merumuskan program dan
petunjuk teknis serta memantaun perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pmbiﬁaanf‘:'\haﬂyarakatf’ “E

Pembinaan adwministrasi, organisasi dan tatalak-
sana serta memberikan pelayanan teknis adminis—
tratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
Roordinasi perumusan Peraturan Perundang-
undangan yang menyangkut tugas Pemerintahan
DBaerah ; o

Melaksanakan hubungan rna‘syarakat dan hubungan
antar lembaga.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri
dari :

a. Asisten

b. Bagian—-bagian ;

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) buruf a
terdiri dari Asisten Tata Praja, Asisten
Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Adminis-
trasi yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Asisten vang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Sekretaris Daerah ;

Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
maging-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah dikoordinasikan oleh Asisten ;

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurauf b, masing-masing wembawahi Sub-sub
Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud

dalam dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

a.

Bagian Pemerintahan, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;

. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
Ketertiban dan Pertanahan.
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¢. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mem-
bawahi :
i. Sub Bagian Pemberitaan ;
2. Sub Bagian Protokol ;
3. Sub Bagian Peliputan dan Perpustakaan.

Pasal 8

Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :

a. Bagian Bina Sosial, membawahi:
1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
Z. Sub Bagian Agama, FPendidikan dan Kesenian ;
3. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.

b. Bagian Perekonomian, membawahi :
1. Sub Bagian Sarana Perekonomian ; e
2. Sub Bagian Produksi Daerabh ;
3. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisa-
ta, dan seni budaya ;
4. Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

c. Bagian Pembangunan, wmembawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
2. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi
Program;
3. Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 9

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat {(2), terdiri dari :

a. Bagian Perlengkapan, membawahi:
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
2. Sub Bagian Pengadaan ;
3. Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
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b. Bagian Keuwangan, membawahi :

1. Sub Bagian Anggaran ;
2. Sub Bagian Pembukuan ;
3. Sub Bagian Perbendaharaan ;
4. Sub Bagian Verifikasi.

Bagian Usum, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan

Sekretariat Daerah ;

Z. Sub Bagian Rumah Tangga ;
3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Bagian Organisasi,membawahi :
1. Sub Bagian Kelembagaan ;

2. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan

(L

(2)

(1)

(2)

Aparatur 3

3. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Bagian EKeliga
Tata Kerdja
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya,Asisten, para
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
secara vertikal dan horizontal ;

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan
Sekretariat bertanggung Jawab memimpin dan
mengkoordinasikan masing-masing bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksana-
an tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menyampaikan laporan pada waktunya ;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut.
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Pasal 12

{1) Jabatan Sekretaris Daerah tidak boleh di-
rangkap ; Sezw—«ﬂ—‘f‘_&q
(2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan ! di-
dalam menjalankan tugasnya, maka Sekretaris
Daerah dapat menunjuk Asisten  Sekretaris
Daerah sesuai bidang tugasnya untuk wewakili.
[ q | Og‘f“--—"c“""‘?“"' o *’L"C‘v;;,
; BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewensngan dan
Susunan Urganisasi

Pasal 13

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
DPRD ;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekre—-
tariszs yang bertanggung jawab kepada Fimpinan
DPRD dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Daerah ;

(3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenmaga ahli
dengan tugas membantu anggota DPRD dalam
menjalankan fungsinya.

Pasal 14

{1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ©Sekretariat DPRD mempunyai
fungsi :

a. Fagilitasi rapat anggota DPRD ;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perja-
lanan dinas anggota DPRD ;

¢. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.
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Pasal 15

Untuk me laksanakan fungsi asebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Sekretariat
DUPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Roordinasi dalam arti mengatur dan membina
kerjasama, mengintegrasikan dan menainkronisa-
sikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat
DPRD ;

b. Perencanaan dalam arti wmenyiapkan rencana,
mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan pe-
rumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;

¢. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan
risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;

d. Memelihara dan membina ketertiban dan keaman—

HBagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

{1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri
dari :
a. oekretariat ;
b. Bagian-bagian ;
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf b terdiri dari :

a. Bagian Persidangan, membawahi :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

b. Bagian Usum, mewmbawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
Z. Sub Bagian Rumsah Tangga ;
3. Sub Bagian HKeuangan.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) bhuruf b masing-masing dipimpin oleh
seorang Eepala Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris DPRD ;

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD,
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi;

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkung-
an Sekretariat DPRD bertanggung Jjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi, wajib
mematuhi peraturan-peraturan dan mengikuti
petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jjawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya ;

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan
organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih lanjut.

Pasal 19

Jabatan Sekretaris DFRD tidak boleh di-
rangkap ;
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{2) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan didalam
menjalankan tugasnya, maka Sekretaris DPRD
dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian untuk
mewakilinya.

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah
atau Sekretariat DPRD, sesuai dengan kaah.lianmdan
kebutuhan. -

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri-dari
sejumlah tenaga dalam jenjang Jjabatan fung-
sional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesual dengan keahliannya ;

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh
Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD;

3 J

(3) Jumlah Jjabatan Kelompok Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jjenjang Jabatan Fungaioﬁal sebagai—
mana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku. ~—

%
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BAB V¥V

PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN ~Lph

Pasal 23 P DPrRD A}JDN
< WPLICIVA
(1) Sekretaris DaerahVdiangkat Lr—ﬂ&baﬂmiiﬁkan

oleh KepalaDasrah atas persetujuan FPimpinann

DPRD, dari Pegawai neaeri S.‘lp.l]. vang ne-emﬂai
”%953?’ tho 1 ,?..v <7 -~ r&"-é*—“-—ﬁufe-l—.

(2) Asisten”,

- - e -
diangkat dan di’berhentikan oleh Kepala Daerah

atas usulan Sekretaris Daerah; ¥ e crAoofrlen..

(3) Kepala di%tikan
\ £

oleh kretaris erah a limpahan kewe—
pala Dae

Pasal 24

{1) Sekretaris DPRD dianﬁat “h
oleh Kepala Daerah atas mi::d H,Zi::turh
baerah setelah mendapatkan persetujuan Pimpin-
an DPRD;

9{) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat
dan | diberhentikan oleh Kepala Daerah atas
usulan Sekretaris Daerah;

(%) Repala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Dasrah dengan wmemperhatikan usulan Sekretaris
DPRD, atas pelimpahan kewenangan dari Kepala

- Daerah.
BARB VI
EETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
naka Peratutan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kediri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekre—
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

“\-f‘ﬁ-f
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH EABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

PENJELASAN UMOM

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah
yang nyata, luas dan bertanggung jawab sesuai Undang-
undang Nomor 22 Tahun 19989 tentang Pemerintahan Daerah
yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu membentuk dan menata kemwbali Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekre-
tariat DPRD.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka =semua
ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (1) : Cukup Jelas .
ayat (2) - Yang dimaksud Senior adalah yang
wemiliki Jenjang kepangkatan
tertinggi.

ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 23 ayat (1)

Cukup Jelas

Pengangkatan dan Pemberhentian
oleh Kepala Daerah atas persetu-
Jjuan Pimpinan DPRD dimaksud
setelah melalui pertimbangan Tim
KEhusue vyang dibentuk untuk itu
yang dituangkan dalam EKeputusan
Kepala Daerah dan harus mendapat-
kan persetujuan Pimpinan DPRD
yang dituangkan dalam Keputusan
Pimpinan DPRD.

i
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ayat (2)

ayvat (3)

Pasal 24 ayat (1)

ayat {(2)

ayat (3)

Pasal 25 s/d 27

e
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Usulan Sekretaris Daerah dimaksud
setelah melalui pertimbangan Tim
Khusus yang dibentuk untuk itu
vang dituangkan dalam Keputusan
Kepala Daerah.

— Pengangkatan dan Pemberhentian
oleh Sekretaris Daerah dimaksud
setelah melalui pertimbangan
Tim sebagaimana dimaksud penje—
lasan ayat (2);

- Yang dimaksud Pelimpahan kewe-
nangan dari Kepala  Daerah
adalah pelimpahan kewenangan
yang diberikan Kepala Daerah
kepada Sekretaris Daerah yang
dituangkan dalam Eeputusan
RKepala Daerah.

Usulan Sekretaris Daerah dimaksud
setelah melalui pertimbangan Tim
Ehusus yang dibentuk untuk itu
yang dituangkan dalam Keputusan
Kepala Daerah dan harus men—
dapatkan Persetujuan Pimpinan
DPRD yang dituangkan dalam Ke-
putusan Pimpinan DPRD.

Usulan Sekretaris Daerah dimaksud
setelah melalui pertimbangan Tim
sebagaimana penjelasan pasal Z3
ayat (2).

Pengangkatan dan FPemberhentian
oleh Sekretaris Daerah dimaksud
sebagaimana penjelasan pasal 23
ayat {3).

Cukup jelas.




